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‘Seluruh Jajaran

l Pontlanak Ralh Oplm WTP ke--14

PONTIANAK TRIBUN -
Pemerintah Kota Pontianak
kembali meraih opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
atas Laporan Keuangan Pe-
merintah Daerah (LKPD)
Tahun Anggaran 2024. Ca- .

ke-14 kalinya secara bertu-
rut-turut, diserahkan oleh
Badan Pemeriksa Keuangan-
(BPK) Perwakilan Provinsi

‘Mei 2025.
Wali Kota Pontianak, Ed1

Rusdi Kamtono, menyampalkan ap-

resiasinya atas kerja keras seluruh =

jajaran pemerintah daerah dalam me-
wujudkan tata kelola yang akuntabel
dan transparan.

“Ini adalah hasil komitmen bersama
antara eksekutif dan legislatif. Namun,
mempertahankan WTP bukan hal mu-
dah. Dibutuhkan kerja sama, konsis-
tensi, dan koordinasi lintas instansi,”
ujarnya usai menerima LHP di Aula
BPK Kalbar.

Meski berhasil meraih predikat ter-
tinggi, Edi mengakui masih terdapat
catatan yang perlu ditindaklanjuti,
seperti pengelolaan aset, peningkatan
PAD, serta pelayanan publik. Ia juga
menekankan pentingnya menjadikan
laporan keuangan sebagai dasar da-
lam pelaksanaan program prioritas
sesuai RPJMD.

Ini adalah hasil komitmen bersama
paian inf merupakan yang - antara eksekutif dan legislatif: Namun,
mempertahankan WTP bukan hal
mudah. Dibutuhkan kerja sama, kon-
Kalimantan Barat, Senin 26 _sistensi, dan koordinasi lintas instansi

Edi Rusdi Kamtono
o Wali Kota Pontianak
Senada, Ketua DPRD Kota Ponti-
anak, Satarudin, turut mengapresi-
asi pencapaian ini dan menegaskan
komitmen DPRD dalam mendukung
perbaikan pengelolaan keuangan,
khususnya dalam optimalisasi penda-
patan dari sektor retribusi.

_Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kal-
bar, Sri Haryati menerangkan, 13 dari

14 pemerintah daerah berhasil meraih
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),
dan satu pemerintah daerah berp-
redikat Wajar Dengan Pengecualian
(WDP). Ia menilai, pemerintah daerah
yang meraih WTP dinilai telah menyu-
sun laporan keuangan sesuai Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP); diung-
kapkan secara memadai, tidak terda-
pat ketidakpatuhan yang berdampak
material, serta memiliki sistem pe-
ngendalian intern (SPI) yang memadai.

“Pemeriksaan kami menunjukkan
komitmen yang kuat dari pemerintah
daerah dalam pengelolaan keuangan
'secara transparan dan akuntabel,”

ungkapnya.

BPK juga menyoroti sejumlah per-
masalahan yang masih menjadi perha-
tian, antara lain Pendapatan Daerah,
meliputi pengelolaan potensi dari tam-
bang mineral bukan logam dan batu-
an (MBLB), Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), serta retribu-
si pemanfaatan aset daerah yang be-
lum optimal.

Kemudian belanja daerah, terma-

] . suk kesalahan penganggaran, kelebih-

an pembayaran gaji dan honorarium,
kekurangan volume pekerjaan, serta
belanja bahan bakar dan perjalanan
dinas yang tidak sesuai ketentuan. -

“Pengelolaan aset, khususnya dalam
penatausahaan piutang PBB-P2, peng-
amanan aset tetap, serta pengelolaan
persediaarn,” terangnya. '

Sri Haryati menegaskan penting-
nya tindak lanjut atas temuan pe-
meriksaan. Ja meminta agar seluruh
pemerintah daerah segera menindak-
lanjuti rekomendasi yang telah disam-
paikan dalam waktu 60 hari sesuai
dengan amanat Pasal 20 ayat (3) Un-
dang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Kami harap pemerintah daerah
menunjukkan komitmen kuat dalam
menindaklanjuti rekomendasi demi
perbaikan pengelolaan keuangan yang
lebih baik,” tutupnya.

Sri juga mengingatkan agar seluruh
pemerintah daerah segera menindak-
lanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan
dalam waktu 60 hari sesuai amanat

undang-undang. (mas)

Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan TU Kepala Perwakilan
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PENYERAHAN - Kepala BPK Kalbar, Sri Haryati, menyerahkan LHP LKPD Tahun 2024 kepada WaI| Kota Pontianak, Edi Rusdi

Kamtono, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian menerima LHP di Aula BPK Kalbar Senin 26 Mei 2025. s
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